
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah untuk  mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renstra PD ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan dan keselarasan yang fokusnya untuk mensinergikan berbagai macam perizinan dalam suatu wadah pelayanan satu pintu, sehingga pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dapat bersifat adil, transparan dan akuntabel kepada masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.
           Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra PD, dan penyusunan RAPBD maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020.
1.2 . Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor  54  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan  Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025; 
9. Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2007 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2007 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan  Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
1.3 . Maksud dan Tujuan
          Maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah :

1. Penjabaran lebih lanjut dari rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selama Tahun 2020;

2. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan  sasaran  yang  telah ditetapkan untuk Tahun 2020;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

1.4 . Sistematika Penulisan
Renja PD Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB  II   
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018 dan TAHUN 2019
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD
Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (2018) dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi terealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 
Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing-masing Bidang. Realisasi capaian untuk masing-masing kegiatan sebagian besar sudah mencapai 100%, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai 100%.
Adapun alasan kegiatan yang tidak mencapai 100% adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi sebesar           Rp. 420.809.759,00 atau 99% dari target sebesar Rp. 424.977.500,00, karena untuk belanja makan dan minum tamu sesuai dengan kunjungan tamu yang datang, belanja makan dan minum rapat adanya efisiensi dan efektifitas dalam mengadakan rapat, untuk belanja perjalanan dinas sesuai perencanaan, sisa karena belanja taksi, hotel adcost.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebesar       Rp. 1.565.196.827,00 atau 92.3% dari target sebesar Rp. 1.695.769.650,00. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan capaian terealisasi kurang dari 90%,  seperti:
- belanja alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja terealisasi 86,8% adanya belanja alat perlengkapan yang harganya dibawah standarisasi; 

-  belanja jasa kantor terealisasi 63,3%;

- belanja bahan bakar minyak/gas pelumas terealisasi 77,9% BBM ini digunakan untuk pemeliharaan genset, yang awalnya direncanakan untuk 2 (dua) genset, namun realisasinya hanya untuk 1 (satu) genset; 

- belanja pemeliharaan taman, sisa negoisasi harga dengan pihak ketiga.
- belanja perawatan kendaraan bermotor terealisasi sebesar 59,9%. Karena besarnya pajak lebih rendah dari perencanaan pajak kendaraan

3. Kegiatan Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran terealisasi sebesar         Rp. 535.514.963.11,00 atau 97.2% dari target sebesar Rp. 551.134.269,00. Hal ini karena ada 2 orang tenaga bantuan yang mengundurkan diri pada triwulan III dan IV dan ada tenaga teknis yang BPJSnya ditanggung pemerintah.


4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar Rp. 99.724.452,00  atau 74,4 % dari target sebesar Rp. 134.030.000,00, hal ini karena:
a. sesuai kebutuhan service kendaraan dinas (efisiensi);

b. sesuai kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan dinas (efisiensi);

c. selisih harga BBM dianggarkan antara perencanaan dan realisasi harga BBM dipasaran. 
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD teralisasi sebesar Rp 51.429.347,27 atau 92,6% dari target sebesar      Rp 55.528.206,00  
6. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan terealisasi sebesar         Rp. 163.323.052,40 atau 98.6% dari target sebesar Rp. 165.619.324,00, hal ini karena 1 (satu) orang tenaga teknis yang mengundurkan diri dan direlisasikan 10 bulan, selisih harga BBM per  liter antara perencanaan dengan realisasi harga BBM per liter;
7. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan terealisasi sebesar               Rp. 94.126.952,40 atau 87.2% dari target sebesar Rp. 107.916.324,00, hal ini karena adanya Online Single Submission (OSS) dan pelayanan online sehingga blangko tidak digandakan lagi;
8. Kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan terealisasi sebesar Rp. 74.264.747,28 atau 93.3% dari target sebesar Rp. 79.584.206,00, karena adanya jasa tenaga teknis kontrak kerja 11 bulan terealisasikan 9 bulan dan negoisasi harga dengan pihak ketiga; 
9. Kegiatan Pengawasan Perizinan terealisasi sebesar Rp. 54.891.238,10 atau 97.8%, dari target sebesar Rp. 56.126.000,00, hal ini karena adanya belanja makan minum yang besaran harganya dibawah standarisasi, selisih harga BBM per liter antara perencanaan dengan realisasi harga BBM;

10. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan terealisasi sebesar Rp. 18.722.800,00 atau 93.6% dari target sebesar Rp. 20.002.000,00, hal ini karena selisih harga BBM per liter antara perencanaan dengan realisasi harga BBM;
11. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan terealisasi sebesar                     Rp. 242.534.338,10 atau 95,7% dari target sebesar Rp. 253.309.206,00 hal ini karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga;
12. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp. 259.312.338,10 atau 94.6% dari target sebesar Rp. 274.204.206,00;

13. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp. 106.010.676,20 atau 96.7% dari target sebesar Rp. 109.592.412,00, menyesuaikan standarisasi harga barang jasa, dan untuk belanja tenaga ahli/instruktur sesuai kehadiran peserta sosialisasi;

14. Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan terealisasi sebesar              Rp. 197.872.988,00  atau 97% dari target sebesar Rp. 204.008.206,00, hal ini karena adanya perubahan narasumber dari ahli ke PNS.
15. Kegiatan Pengukuran Kinerja Pelayanan terealisasi Rp. 118.206.276,20 atau 99.2% dari target sebesar Rp. 119.182.412,00.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan DPA PD tahun berjalan yang baru disahkan. 
      Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.1

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Faktor Internal

1).  Kekuatan:

a)  Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Penanaman Modal  
        dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b)  Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan  
 kepada masyarakat/pemohon izin dan non izin;
c)  Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung proses perizinan 
        dan non perizinan.
2). Kelemahan:
a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;

b) Koordinasi antar bidang belum optimal;
c) Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.
b. Faktor Eksternal

1). Peluang 
a) Dukungan goodwill dan political will yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan; 

b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder).
2). Ancaman
a) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
b) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih rendah;
c) Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2.
                 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
	No
	Indikator
	SPM/ standar nasional
	IKK
	Target Renstra SKPD

	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2017

	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2017

	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	Indikator Sasaran


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Nilai Investasi Meningkat

	
	
	172.494.473.519
	292.826.905.268
	297.219.308.847
	302.272.037.097
	289.069.008.162
	291.021.296.800
	297.219.308.847
	302.272.037.097
	Indikator sasaran 5 tahun kedepan

	

	

	No
	Indikator
	SPM/ standar nasional
	IKK
	Target Renstra SKPD

	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tahun 2017

	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2017

	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Indikator Program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator: terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran
	
	
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator:  terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	
	
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100%
	

	
	3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator: terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan


	
	
	100 %
	100 %
	100 %
	100%
	100%
	100 %
	100%
	100%
	

	
	4. Program pelayanan penanaman modal dan perizinan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator : Penerbitan Izin yang sesuai prosedur

	
	
	30 %
	35 %
	40 %
	45 %
	12%
	74.42%
	40 %
	45 %
	

	
	5. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator : Persentase tindaklanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan
	
	
	0
	0
	98%
	99%
	0
	0
	98%
	99%
	

	
	6. Program Pengembangan Penanaman Modal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator: Persentase realisasi investasi
	
	
	8,75
	80%
	82,5 %
	85 %
	76,76
	99,38%
	82,5 %
	85 %
	

	
	7. Program Penguatan Regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator : Persentase Regulasi Pelayanan Perizinan
	
	
	29%
	29%
	29%
	29%
	100%
	100%
	29%
	29%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 . Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagai unsur Pelaksana Pemerintah  Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun kondisi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta  saat ini sudah sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dari segi pelaksanaan tugas akan menyesuaikan  penuh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga semua program dan kegiatan sudah mencerminkan ketugasan DPMPTSP. Untuk pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah berkoordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dan kebijakan pusat tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik /Online Single Submission (OSS). Selain hal tersebut, prioritas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta  lebih pada urusan Penanaman Modal, mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal. Sehingga terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta harus mendukung secara penuh kebijakan penanaman modal, baik melalui kebijakan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu maupun pemberian insentif terkait pelayanannya.
Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat, maka dalam perencanaan strategis 2017 - 2022 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas pada hal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di Bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kota Yogyakarta yang lebih kondusif.
Melalui  program  dan  kegiatan yang  disusun Dinas  Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang ditangani sudah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Didukung sarana dan prasarana yang layak dan memadai;
3. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta meningkat;
4. Adanya peta investasi untuk memudahkan calon investor berinvetasi di Kota Yogyakarta
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
· Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menyusun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
· Alasan proses ini dilakukan adalah untuk mengetahui jumlah anggaran yang sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis sesuai kebutuhan.
· Dalam hal ini untuk program dan kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD, namun untuk besaran anggaran jumlahnya berbeda dengan rancangan awal RKPD, dikarenakan penyusunan anggaran disesuaikan dengan hasil kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
· Usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.3.
          Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.3

 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kota Yogyakarta

SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

	
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil analisis Kebutuhan
	Catatan Penting

	No
	Program/kegiatan
	lokasi
	Indikator kinerja
	Target capaian
	Pagu indikatif (Rp.000)
	Program/kegiatan
	lokasi
	Indikator kinerja
	Target capaian
	Kebutuhan dana  (Rp.000)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Program Administrasi Perkantoran
	Kec. UH
	Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran
	100 %
	2.816.089.000,00


	Program Administrasi Perkantoran
	Kec. UH
	Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran
	100 %
	2.816.089.000,00


	

	2
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
	Kec. UH
	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	100 %
	1.039.790.000,00


	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
	Kec. UH
	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	100 %
	1.039.790.000,00


	

	3
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Kec. UH
	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan
	100 %
	89.036.000,00


	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Kec. UH
	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan
	100 %
	89.036.000,00


	

	4
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kec. UH
	Penerbitan Izin sesuai sesuai prosedur
	100%
	698.549.00,00


	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kec. UH
	Penerbitan Izin sesuai sesuai prosedur
	100%
	698.549.00,00


	

	5
	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal  dan Perizinan
	Kec. UH
	Persentase Tindak lanjut pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
	99%
	30.130.000,00
	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal  dan Perizinan
	Kec. UH
	Persentase Tindak lanjut pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
	99%
	30.130.000,00
	

	6
	Program Pengembangan Penanaman Modal
	Kec. UH
	Tingkat realisasi investasi
	85%
	1.107.436.000
	Program Pengembangan Penanaman Modal
	Kec. UH
	Tingkat realisasi investasi
	85%
	1.107.436.000
	

	7
	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
	Kec. UH
	Ketersediaan regulasi sebagai dasar  pelayanan  perizinan
	100%
	336.370.000,00


	Program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan
	Kec. UH
	Ketersediaan regulasi sebagai dasar  pelayanan  perizinan
	100%
	336.370.000,00


	

	
	Jumlah total
	
	
	
	6.117.400.000

	
	
	
	
	6.117.400.000

	


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sesuai dengan Perwal No. 88 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah sebagai Unsur Pelaksanaan Pemerintahan Kota Yogyakarta di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Adapun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyusun kebijakan sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan prima di Bidang Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;
2. Melakukan kajian-kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan tersedianya regulasi bagi semua jenis perizinan;
3. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi, kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta. 
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta adalah “Nilai Investasi Meningkat”.
 3.3.  Program dan Kegiatan

   Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2020 disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2020, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2020. 
Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, karena pada tahun 2019 dari sisi kelembagaan dan tupoksi sudah berubah, sehingga disesuaikan dengan ketugasan yang baru.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Di Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai 7 (tujuh) program kerja dan 16 (enam belas) kegiatan, yaitu :
Program :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Aparatur;
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
5) Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan;
6) Program Pengembangan Penanaman Modal;
7) Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.
Kegiatan :
1) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
2) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor;
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor;
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD;
7) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan;
8) Kegiatan Pelaksanaan Penerbitan Perizinan;
9)  Kegiatan Pengelolaan Data Perizinan;
10)  Kegiatan Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
11)  Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12)  Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan
13)  Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi  Peraturan Perizinan;
14)  Kegiatan Pengelolaan Layanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta;
Rencana kerja di Tahun 2020 ada beberapa output dan target yang berubah dan ada beberapa kegiatan yang dihilangkan seperti kegiatan Koordinasi lapangan dan Penelitian, Pengawasan Perizinan serta Pengukuran Kinerja Pelayanan. Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tahun 2020 dijabarkan dalam tabel 4.1
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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal, khususnya untuk kegiatan Promosi mengikuti Pameran, Pengendalian Penanaman Modal, Pengawasan ke Perusahaan-perusahaan;
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Penggunaan anggaran berdasarkan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai perencanaan.
                                                                                       Yogyakarta,

                                                                                                      Kepala 

                                                                              Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 
                                                                                              Kota Yogyakarta

                                                                                      Drs. NURWIDIHARTANA
                                                                                      NIP. 19661221 198602 1 003
RANCANGAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
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Indikator Kinerja

No ; p : Pagu | Paguindikatit
Mo | urusaniprogramikegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan e )
Tolok Ukur | Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 s 10
jasa pemelinaraan taman 12 bulan
jasa kebersinan kantor 12 bulan
Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran 36 orang
Persentase Sarana dukungan terhadap peningkatan
Program Peningkatan Sarana| dan Prasarana sarana dan prasarana aparatur yang -
2 | gan Prasarana Aparatur Aparatur yang A00% mendukung kelancaran tugas dan 100% |1,039,790,000| 1,039,790,000
memadai fungsi OPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala {asa pemeliharaan rutinberkala dan rehab bangunan kantor dan gjenis
21| Gedung/Bangunan Kantor qudang pekeriaan 793650000| 793,650,000
dukungan terhadap peningkatan
Pemelinaraan Rutin/Berkala pemeliharaan ruin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 - sarana dan prasarana aparatur yang
22 | endaraan Dinas/Operasional roda 2 Sunit 16 unit | - onGukung kelancaran tugas dan 246,140,000 246,140,000
fungsi OPD
Program Peningkatan Persentase dukungan terhapa terwujudnya
Pengembangan Sistem Peningkatan Laporan penatausahaan keuangan dan
3 |pelaporan Capaian Kinerja |Capaian Kinerja dan i ;;gfﬁ;“::ﬂ;ﬂz‘;ﬂ:gﬂ:"ena ki 89,035,540| 89,036,000
su ke nanpy [mssnaa kelancaran tugas dan fungsi OPD
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian okumen perencanaan dan penganggaran; pengendalian, laporan
31 | gan laporan Capaian Kineria Kinerja, keuangan dan SDM S 89,035,540 89,035,000
Perangkat Daerah
Program Pelayanan Persentase
4 |Penanaman Modal dan penerbitan izinyang | 45% izin terbit tahun 2020 1500izin | 698,546,410( 698,549,000
Perizinan sesuai prosedur
44 ||Peleksansan Operssional Pelayanan OSS yang didampingi 2000 pemohon 183,812,160 183,813,000
Pelayanan Perizinan A1, o
Berkas pendaftaran izin dan non izin yang dicermati 1500 berkas
quv | i Ll Berkas permohonan izin yang dicermati 1500 berkas 116,541,080 116,542,000
Penerbitan izin yang ditindaklanjuti dan dikendalkan 12 Kalilaporan
Sarana pendukung administrasi perizinan yang disediakan dalam i
bentuk dokumen cetak ARTece
Pelaksanaan verifikasi pemenuhan komitmen Oniine Single:
s o5y 12 kalilaporan
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat tersusun dengan baik.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Strategik (Renstra) 2017 - 2022.
Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya seoptimal mungkin, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari  sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Demikian Renja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang  menjadi acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat dipergunakan dan direalisasikan sebagaimana mestinya.
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Indikator Kinerja
No . - = Pagu | PaguIndikatif
o | urusaniProgramikegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan e s aEtan)
Tolok Ukur __|Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10
Tersedianya dukungan data
3 Perizinan yang bisa dimanfaatkan 23600
43 |Pengelolaan Data Perizinan arsip yang dikelola 23600 barkes | Lo orm bpedmenieaian | s 1| 2meRTRf - 28380400
Kota Yogyakarta
- ‘Susutnya arsip in-akiif berdasarkan | 23600
arsip perizinan yang disusutkan sesuai prosedur 23600 berkas | S0 0 ok dgunakan ey
Tersedianya Aplikasi SM
£ Penanaman Modal dan Perizinan :
44 if;";’:::’;g::‘a‘:w g‘l’r‘r"k‘::: Sa'"M :el"alr;‘:" Modal dan Perizinan SPIPISE, SPO . 4 Aplikasi SM | dalam menunjang dan # Agm"s‘ 142,510000] 142,510,000
ek yang dipe mempermudah proses Perizinan di
Kota Yogyakarta
Tersedianya dukungan Sub Domain
Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan yang dipelihara 1 Sub Dornain | Y219 beralan lancar datam 15
mendukung kelancaran ketugasan | Domain
Perizinan
Tersedianya dukungan SMyang
menyesuaikan dengan
SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dikembangkan funit | perkembangan tuntutan proses 1 unit
Perizinan yang mengikuti
perkembangan jaman
Program Pengawasan dan | Persentase Tindak
Penanganan Pengaduan | Lanjut Pengaduan 3
5 | penanaman Modal dan Penanamen Modal | *% e
Perizinan dan Perizinan
pelayanan perizinan di Kota
Pengelolaan Pengaduan Yogyakarta menjad lebihbaik dan 4“4
A el sl B Pelayanan Pengaduan perizinan 44 pengaduan | O oK I andar pengduan| 301300001 30130000
Operasional Prosedur (SOP)
teriaksananya pengecekan lokasi 2
Pengecekan lokasi pengaduan 22 pengaduan | o arakal B
ProgramPengembangan | Persentase realisasi
R e i 85% 1,107,434,565  1,107,436,000
6.1 erencanas ey Promos identifikasi potensi penanaman modal 1 dokumen | (eriaksananya identifiasi potensi | 1 goxymen| 848:634,120| 848,635,000
Penanaman Modal penanaman modal
: : investasi di Kota Yogyakarta
promosi investasi yang diiaksanakan qeven | 4even
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Indikator Kinerja
No : . Pagu | Pagu Indikati
o | urusanprogramiegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan e e
Tolok Ukur Target| Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 b 8 9 10
1 dokumen
laporan | terselenggaranya pelayanan
pelayanan informasi penanaman modal | e araman e 1 dokumen
informasi
Pengawasan dan Pengendalian 3
62 |Pelaksanaan Penanaman pelaksanaan penanaman modal yang dikendalikan 1 dokumen || {511k eanenya pengencefan 1 dokumen| 258.800.445| 258,801,000
oy penanaman modal
Program Penguatan
Regulasi dan
7 |Pengembangan Kinerja bt reguiast | 100% 336,369,940 336,370,000
Layanan Penanaman Modal |Pe/2¥2M" P
dan Perizinan
Pengkajian dan Sosialisasi e ]
3 gan peraturan daerah/Peraturan Walikota / Keputusan Kepastian Hukum dalam bidang
71 ::rr‘z;\g:;::nnanzman Modal Kepala Dinas 1 dokumen Penanaman Modal dan Perizinan 100% 211,370,000 211,370,000
Pengelolaan Pelayanan 1
72 | Konsulasi Informasi Perizinan _ Pengelolaan Layanan Konsulasi perizinan 480 layanan [ TeTNS20EINE pengelolaan ayanan | 480 | 174,099,040 125,000,000
gl onsultasi perizinan jayanan
_ Teriaksananya pengelolaan layanan | 480
_ Pengelolaan Layanan Informasi perizinan 480 tayanan | an e
Total 6,117,394,667 6,117,400,000|
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Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Rumus:

Kota Yogyakarta

https://perel

an Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
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Indikator Kinerja

/kerumahtanggan

uerq Urusan/Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan In::E:lif '(’:3:",’:3:;::3
TolokUkur  |Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 3 7 3 9 10
porsontzze
elancaran
1 :ﬁ:\‘i;‘{:;‘gg:‘;m" 2‘:’:“‘:'::;::1" 100% :ﬂ.ﬁiﬂ‘?&iﬂﬂfﬁ s 100% |2,816,088.212| 2,816,089,000
sl operasional perkantoran
Perkantoran
i Mt rapat koordinasi yang terselenggara 88 kal 401557,500| 401,556,000
aporan perjalanan dinas 52 laporan
12 :::Y:::‘:f";s::;‘ i:ﬁ::a” Alat Tulis Kantor yang tersedia 75 jenis :ﬂﬁﬂ?;l‘;"’llﬁi;ﬁf ::a" 100% |2414530712| 2.414,531,000
operasional perkantoran
omponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang B
tersedia o
surat dinas yang terkelola 5500 buah
bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 10jenis
bahan - bahan komputer yang tersedia 34 jenis
oeralatan dan perlengkapan kantor! rumah tangga yang tersedia 24 jenis
bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis
'STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya 22 unit
pakaian dinas dan atributnya terpenuhi 65 stel
(asa pembayaran telepon dan pembayaran telekomunikasi 12 bulan
asa percetakan 24 jenis
jasa penggandaan 60.000 lembar
lasa pomelinaraan, peralatan dan perlengkapan kantor/keria N
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